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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Diskriminasi rasial merupakan salah satu persoalan krusial yang sampai saat 

ini masih membayang-bayangi kehidupan masyarakat global. Indonesia sebagai 

Negara Pancasila pun tidak pernah luput dari persoalan tersebut. Persoalan 

diskriminasi rasial di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

memiliki dinamika sejarah yang cukup panjang. Secara umum persoalan tersebut 

berkembang melewati empat masa, yakni pada kolonial (penjajahan Bangsa 

Belanda), pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi 

sampai sekarang.  

 Persoalan diskriminasi rasial yang muncul dalam setiap masa atau periode 

zaman umumnya termanifestasi dalam dua model, yakni secara vertikal (Negara 

atau pelaku bisnis terhadap ras tertentu) dan horizontal (antarsesama ras). Sasaran 

utama dari praktik diksriminasi rasial yang terjadi dalam setiap masa bukan hanya 

ras dan etnis Tionghoa (golongan Timur Asing), melainkan juga ras-ras minoritas 

yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (golongan Pribumi). Kasusnya pun 

bukan hanya terjadi dalam satu ranah, melainkan tersebar ke segala ranah 

kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain 

sebagainya.    

 Kasus-kasus diskriminasi rasial yang muncul di segala bidang kehidupan 

bangsa Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang setidaknya mengindikasikan 

kelailaian dan kelemahan negara dan bangsa Indonesia dalam menerima, mengelola 

dan menjaga realitas multikultural dan pluralisme. Realitas multikultural dan 

pluralisme masih dilihat secara negatif. Artinya, negara dan bangsa Indonesia 

belum mampu melihat realitas pluralisme sebagai rahmat, tetapi sebaliknya, sebagai 

laknat. Alhasil ko-eksistensi di tengah realitas keberagaman suku, agama, ras, dan 

etnis selalu diwarnai oleh friksi rasial.  
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 Friksi rasial yang muncul dalam tubuh kebhinekaan bangsa Indonesia bukan 

tanpa implikasi. Implikasinya bukan hanya terhadap keutuhan NKRI, tetapi juga 

terhadap marwah martabat bangsa. Martabat pribadi luhur bangsa menjadi ambruk 

lantaran manusia yang memiliki daya pikir, kehendak bebas, dan hati nurani 

direduksi atau dijadikan objek yang tidak bernilai. Manusia tidak direspek sebagai 

manusia (manusia qua manusia), tetapi lebih dipandang dari segi penampilan fisik 

(seperti warna kulit, warna rambut, warna mata dan postur tubuh), serta dinilai dari 

latar belakang suku, budaya, ras, agama, dan status sosial semata.  

   Patologi diskriminasi rasial diskriminasi rasial yang bercokol dalam tubuh 

kebhinekaan bangsa Indonesia itu sejatinya dapat diobati atau diberantas. Upaya 

memberantas persoalan tersebut tidak lain kalau bukan melalui upaya revitalisasi 

nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan Sila kedua Pancasila yang berisi 

nilai-nilai fundamental, khususnya menyangkut moral dan kemanusiaan. Sila ini 

menyediakan basis etis bagi bangsa Indonesia dalam menjalani relasi sosialnya. 

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan semakin bermutu 

manakala dilandasi oleh humanisme. Karena itu, upaya revitalisasi Sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan conditio sine qua non. 

 Ada beberapa upaya yang perlu digiatkan baik secara subjektif maupun 

secara objektif dalam memerangi fenomena tersebut. Pertama, menegakkan 

kembali prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip tertinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, para penyelengara 

kelembagaan negara maupun warga negara secara individual wajib menjalankan 

atau menegakkan prinsip keadilan. Keadilan harus ditegakkan agar kehidupan 

bersama menjadi lebih adil dan sejahtera. Kedua, mengoptimalisasi implementasi 

prinsip egalitarianisme. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia setara, 

terlebih khusus menyangkut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena 

itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan, (1) membangun sikap anti-

kekerasan (simbolik dan fisik), (2) tidak membeda-bedakan manusia, dan (3) 

menjalankan pendidikan karakter. Ketiga, mengembangkan spirit toleransi. Spirit 

ini umumnya dikembangkan dalam tiga ruang lingkup yakni, lingkup institusional, 
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lingkup kultural (horizontal), dan lingkup religius teologis. Keempat, 

mengembangkan wawasan multikultural. Wawasan ini dikembangkan melalui 

proses pendidikan. Karena itu, aktivitas pendidikan di Indonesia baik formal, 

nonformal maupun informal harus memiliki nuansa multikultural agar anak-anak 

bangsa bertumbuh menjadi pribadi yang moderat. Kelima, membangkitkan spirit 

solidaritas. Spirit ini termanifestasi dalam dua sikap, yakni menghargai keunikan 

pribadi dan sikap akomodasi. Keenam, mengembangkan spirit hospitalitas. 

Hospitalitas adalah sikap menerima yang lain tanpa memandang latar belakang 

suku, agama, ras, dan etnis. Sikap ini perlu dikembangkan agar kehidupan sosial 

menjadi lebih humanis. Ketujuh, merevitalisasi sipit persaudaraan. Persaudaraan 

adalah salah satu nilai penting di tengah realitas keanekaragaman. Kehidupan sosial 

masyarakat akan menjadi lebih damai manakala sikap ini dipelihara dengan baik. 

Kedelapan, menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan 

konsensus besar yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Prinsip ini sangat penting 

sebab ia pertama-tama memproteksi martabat manusia dari hantaman kejahatan 

terhadap kemanusiaan.  

5.2 Saran  

 Eskalasi dan dinamika persoalan diskriminasi rasial di Indonesia sejak 

zaman kolonial sampai sekarang senantiasa meningkat. Tampilnya persoalan 

tersebut dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak 

hanya berimplikasi terhadap realitas disintegrasi dan instabilitas sosial, tetapi juga 

terhadap citra kemanusiaan universal. Fenomena tersebut tidak boleh dibiarkan 

begitu saja. Karena itu, segenap elemen bangsa seyogianya borkolaborasi dan 

bersinergi sehingga persoalan tersebut dapat diberantas dengan baik. Terkait hal itu, 

ada beberapa saran dari penulis.  

a) Bagi Para Penyelenggara Negara  

Para penyelenggara negara adalah pihak yang memiliki otoritas untuk 

mengatur kehidupan bernegara. Karena itu, para penyelenggara adalah pihak 

pertama yang seyogianya memberikan contoh dan teladan dalam membumikan 

nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 
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Kehidupan bernegara akan berjalan demokratis manakala para penyelenggara 

negara berlaku sesuai dengan imperatif nilai-nilai Pancasila. Pancasila 

seyogianya menjadi cermin dan fondasi dalam penyelenggaraan negara 

(khususnya dalam menentukan kebijakan dan regulasi). Jika para 

penyelenggara negara berwawasan Pancasila dan berjiwa Pancasilais, bukan 

tidak mungkin mereka akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan 

baik, sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Mereka akan 

mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang akomodatif, berparas keadilan dan 

kemanusiaan; bukannya diskriminatif (arbitrer).  

b) Bagi Para Pelaku Bisnis 

Para pelaku bisnis adalah salah satu komponen penting dalam suatu 

negara. Eksistensi para pelaku bisnis dalam suatu negara turut memberi andil 

dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian, para 

pelaku bisnis juga terkadang turut andil dalam menciptakan praktik 

dehumanisasi, seperti diskriminasi rasial. Dalam realitasnya, banyak praktik 

diskriminasi rasial terjadi di ranah bisnis. Dalam hal penggajian atau 

penerimaan tenaga kerja misalnya, para pelaku bisnis sering bersikap rasis, 

khususnya terhadap ras berwarna, seperti masyarakat Papua. Para pelaku bisnis 

umumnya tidak melihat kinerja kerja, kualifikasi atau prestasi seseorang, tetapi 

hanya melihat latar belakang ras semata.  

 Oleh karena itu, para pelaku bisnis juga memiliki obligasi moral dalam 

menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya 

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Aktualisasi Sila Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab dalam ranah bisnis, misalnya dengan menghargai kinerja 

kerja karyawan, memberikan upah yang layak dan menjamin hak dan 

kebebasannya. Para pelaku bisnis diharapkan menghargai harkat dan martabat 

para karyawan. Karyawan tidak boleh ditekan, dihina, dihisap apalagi 

dieksploitasi. Sebaliknya, karyawan mesti diperlakukan secara manusiawi. 

Dengan itu, diharapkan agar masalah diskriminasi rasial di ranah bisnis 

semakin diminimalisasi dan dimusnahkan. 
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c) Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan juga merupakan salah satu elemen penting, 

khususnya dalam membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang 

berjiwa Pancasilais. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003, Bab III, pasal 4, ayat 1, tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 

Nasional menegaskan, “pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka lembaga pendidikan (para 

penyelenggara) seyogianya bisa merawat citranya sebagai agen pembentukan 

moral bangsa dengan menjalankan pendidikan yang baik, berkualitas dan 

bermartabat sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Para 

penyelenggara pendidikan (mulai dari tingkat satuan pendidikan dasar sampai 

perguruan tinggi) tidak boleh bersikap diskriminatif, terlebih khusus terhadap 

peserta didik yang berasal dari ras berwarna atau pun ras minoritas. Para 

penyelenggara pendidikan juga seyogianya menanamkan nilai-nilai Pancasila 

kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengetahui serta 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik perlu 

dibekali dengan pengetahuan tentang kebangsaan dan internasionalisme, 

sehingga mereka tidak terkungkung dalam cara berpikir yang sempit dan 

ekskusif.        

d) Bagi Masyarakat Umum  

Pancasila merupakan dasar, pandangan, hidup dan ideologi Negara. 

Oleh karena itu, masyarakat sipil, secara normatif memiliki kewajiban dalam 

menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak boleh 

dijadikan sebagai barang antik yang tidak berguna. Sebaliknya, Pancasila mesti 

dipandang dan dijadikan sebagai fondasi atau bintang penuntun dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kehidupan sosial 

masyarakat lebih humanis, bermartabat, dan berparas keadilan. 
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e) Bagi Para Aparat  

Aparat adalah pihak keamanan dalam suatu negara. Eksistensi aparat 

dalam kehidupan bernegara sangat krusial. Mereka menjadi garda terdepan 

dalam membela negara. Namun demikian, para aparat seyogianya, tetap 

berpegang pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab, agar mereka bisa melayani negara dengan adil dan berparas 

kemanusiaan. 

f) Bagi Para Pegiat HAM 

Para pegiat atau aktivis HAM bisa dibilang sebagai garda terdepan 

dalam memperjuangkan dan melindungi marwah martabat dan hak-hak asasi 

manusia. oleh karena itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang 

mengakui Pancasila sebagai way of life, para pegiat HAM seyogianya turut 

mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam sila kedua. 

dalam pada ini, mereka memiliki peran ganda, yakni sebagai promotor dan 

sebagai patron (pihak yang memberikan teladan dalam mengaktualisasikan 

nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab). Inilah undangan yang kiranya 

penting untuk diperhatikan oleh para aktivis HAM dalam menjalankan tugas 

yang mereka embani. 
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